BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS i ey
: NOMOR 34 TAHUN 2012 “ o
f TENTANG -

E TATA CARA PENCAIRAN DANA PENYEF{TAAN MODAL ,
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KEPADA PT. BANK RIAU KEPRI gh :

DAN PT BUMI LAKSAMANA JAYA BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ‘

. Menimbang : a.

BUPATI BENGKALIS

| ‘bahwa berdasarkan Pasal 2. ayat (1) Peraturan Daerah
= “Kabupaten Bengkalls Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyertaan G
~ Modal Pemermtah Kabupaten Bengkalls kepada PT. Bank Riau o

;‘,_:Kepn dan pasal 3 ayat (2) Peraturan ‘Daerah Kabupaten .
" Bengkalis “Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal

o ','.Pemenntah Kabupaten Bengkalis kepada PT Bumi Laksamana B '_
Jaya Bengkahs Pemenntah ‘Kabupaten - - Bengkalls telah
{'menambah penyertaan modal pada PT. Bank Riau Kepn dan o
PT Bumi LaksamanaJaya ok o

bahwa dengan adanya penambahan penyertaan mod& kepada .
,‘;PT. Bank - Riau Kepri dan PT. Bumi - Laksamana - “Jaya

- sebagaimana  dimaksud -dalam huruf a,  akan dapat
e memngkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong,

o  pertumbuhan ekonomi daerah, selain diperoleh: manfaat secara S
- ekonomls untuk menlngkatkan Pendapatan Asli Daerah ’

: bahwa berdasarkan perhmbangan sebagalmana dlmaksud e
dalam huruf a dan huruf. b, perlu menetapkan Peraturan Bupati ~ - ‘ 

f»-Bengkalls tentang Tata Cara Pencairan Dana Penyertaan Modal -
~ Pemenntah Kabupaten Bengkahs kepada PT Bank Rlau Kepn '

S ,‘ 'dan PT Bumn Laksamana Jaya Bengkahs L

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan}

Daerah Otonom" Kabupaten dalam Llngkungan Daerah Provinsi
{Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republlk Indone5|a Tahun '

n 1956. Nomor 25); -

.Mengir‘iga’t 1
34

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaanf o
"Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesna Tahun 1962
~ 'Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) '



.8 ~Undang Undang Nomor 5 Tahun - 1999 -tentang Larangan
~ Monopoli-dan Persalngan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara
Republik. IndoneS|a Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran E

Negara Republlk IndoneS|a Nomor 3817)

4] Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara =

. " Negara -yang BerSIh dan Bebas dari Korupsi, Kalusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara ‘Republik Indonesua'

: Nomor 3851)

5'.‘Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan i
. Negara -(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneSIa :

g Nomor 4286)

o 6.‘Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan'f |
‘j"~>Negara (Lembaran Negara Republik IndoneS|a Tahun 2004 .
- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesua

- Nomor 4355);

‘7.' ‘Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan-f SR
:ffPengeloIaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran S
‘Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran

';",‘Negara Republlk lndonesna Nomor 4400)

: 8.”Undang Undang Repubhk Indonesna Nomor 32 Tahun 2004
o tentang ‘Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

“Nomor 125, Tambahan “Lembaran Negara Nomor 4437),

L sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir Undang Undang
‘ _Republlk Indonesna ‘Nomor 12 Tahun. 2008 tentang Perubahan' .
- Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesua Nomor 32

‘Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

ey ‘9. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan
5 Keuangan Antara Pemerlntah Pusat dan’ Pemerintah Daerah

~ (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
~ Tambahan. Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4438);

'  10 Undang Undang Nomor 40 Tahun' 2007 . tentang Perseroan} e
Terbatas (Lembaran Negara Republlk IndoneS|a Tahun 2007

Nomor 106)

S 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukanv: o
" _Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik
IndoneS|a Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara )

Repubhk Indone3|a Nomor 5234)

12 Peraturan Pemenntah Nomor 58' Tahljh’ 2005 tentang_*’r

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indone3|a Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republlk Indonesia Nomor 4578);

13 Peraturan - Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman’ n
Pemblnaan “dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerlntah




 Menietapkan

Daerah (Lembaran Negara Republlk IndoneSIa Tahun 2005

- Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
Nomor4593) ' L '

14 Peraturan Pemenntah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan' S
‘ Barang Milik Negara/ ‘Daerah (Lembaran Negara  Republik . . g
~Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara = -

- Republik lndonesna Nomor 4609)

15 Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan i
- Urusan Pemerlntahan antara Pemerintah; Pemerintahan Daerah =

ProvnnSI dan Pemenntahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran‘ '

Negara Republlk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan L

Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Nomor 4737)

:~16 Peraturan Menteri Dalam ‘Negeri Nomor 13 Tahun 2006 -
- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagalmana, ‘

“telah  diubah beberapa kali ~terakhir dengan Peraturan

o - Menteri Dalam Negeri Nomor 21-Tahun 2011 tentang Perubahan
~ Kedua atas Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 13

- Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaah Keuangan Daerah; -

L ': 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 01 Tahun 2012

tentang Anggaran ' Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkalls Tahun Anggaran 2012;

i 18 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 06 Tahun 2012

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkahs pada
~ Perseroan Terbatas Bank Rlau Kepn

19 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 07 Tahun 2012°

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalls
kepada PT. Bum| Laksamana Jaya Bengkalls :

20 Peraturan Bupati - Bengkalls Nomor ~ 04 Tahun 2012

tentang Penjabaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkalls Tahun Anggaran 2012

MEMUTUSKAN

': PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG TATA CARA S
~ PENCAIRAN  DANA PENYERTAAN MODAL ~ PEMERINTAH -
 KABUPATEN BENGKALIS KEPADA PT. BANK RIAUKEPRI DAN

PT. BUMI LAKSAMANA JAYA BENGKALIS

BABI 1 :
KETENTUAN umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. ‘Daera‘h ada'l'ah‘ ‘Kébu‘pvaten Be‘ngkéflié-, :




 2.

Pemenntah Daerah adalah Bupatl Bengkahs dan Perangkat Daerah sebaga| unsur‘i ,
penyelenggara Pemenntah Daerah : ‘ -

. Bupatl adalah Bupatl Bengkahs

-‘_lnvesta3| adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomls sepertl_:' '
' bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat

B menlngkatkan kemampuan pemermtah da|am _ rangka pelayanan kepada’

: 'masyarakat

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang dldmkan berdasarkan perjanjlan'
—;antar pemegang saham dalam melakukan keglatan usaha dengan modal dasar =

- yang seluruhnya terbagl dalam saham dan memenuhl persyaratan yang dltetapkan, S g
~ dalam Undang undang serta peraturan pelaksanaannya B

«

. Perseroan Terbatas Bumi Laksamana Jaya yang selanjutnya disingkat dengan '
PT. Bumi. Laksamana Jaya adalah Badan Usaha Milik 'Pemerintah Daerah yang -
_dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 46 Tahun

"Perseroan Terbatas Bank Rlau Keprl adalah Badan Usaha M|l|k Pemenntah Daerah, -

yang dlbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 50 Tahun 2002;

- Penyertaan Modal Daerah adalah setlap usaha untuk menyertakan modal daerah_
,pada suatu usaha bersama dengan plhak ketiga dan’ atau memanfaatkan modal_:

daerah dengan plhak ketlga dengan mendapatkan sesuatu |mbalan tertentu

~ BABII |
MAKSUD DANTUJUAN

. Pasal2.

(1) Maksud dlberlakukannya peraturan ini adalah untuk mengatur tata cara pencalran

dana penyertaan ‘modal Pemenntah Kabupaten Bengkahs kepada PT Bank Rlau :
: Kepn dan PT. Bum| Laksamana Jaya Bengkalls o

(2) Tu;uan dlberlakukannya peraturan ini agar |mplementa3| penyertaan modal dapat _

- dilaksanakan secara tertib, manfaat untuk pelayanan pemenntahan serta taat R |

pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku

3 BAB m
BESARAN NILAI PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Jum|ah pengalokaSIan Penyertaan Modal untuk Tahun Anggaran 2012 sebagal berlkut

a. PT Bumi Laksamana Jaya sebesar Rp 300 000 000 000 ;(Ti |ga Ratus Mllyar Ruplah)

. b_‘.‘ PT. Bank R;au Kepri sebesar, .

Rp 20 000 000 000 (Dua Puluh Mllyar Ruplah)




a P
i

: Iangsung (LS) dan dlsalurkan melalu1 rekenlng kas umum daerah ke rekemng bank -

| | ' BAB |v Sl
TATA CARA PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 4 '

Pencalran dana penyertaan modal dtdasarkan pada DPA-PPKD

;Pencalran dana penyertaan modal dllakukan dengan mekamsme pembayaran"'r

- penerlma penyertaan modal.

@

,Pencalran dana penyertaan modal sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dan ayat' :
;_,(2) dllakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalls selaku Pengguna

R 'Anggaran DPA-PPKD

_ (1).,

Pasal 5

Penerlma penyertaan modal menga]ukan permohonan pencalran penyertaan

o modal kepada Bupatl Bengkalls

@
' "auntuk melaksanakan proses pencalran dana

@

;Bupatl Bengkalls meneruskan kepada Sekretarls Daerah Kabupaten Bengkahs ) ‘ ,

Sekretaris Daerah ‘meneruskan Kepada Kepala Baglan Perekonomlan Setda’
', Kabupaten Bengkalls untuk melengkapl persyarataan pencalran dana yang
“meliputi sebagal berikut: ' | :

~a. Peraturan  Daerah Kabupaten Bengkahs tentang Penyertaan Modalk,* o
- Pemerintah Kabupaten Bengkalls Kepada PT. Bum| Laksamana Jayar i

) Bengkalls dan PT Bank Riau Keprl

b Peraturan Bupatl Bengkalls tentang Tata Cara Pencalran Dana Penyertaan

a c Sallnan Berlta Acara Tanda Terlma Penyerahan Penyertaan Modal antara

- 'Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalls Kepada PT. Bank Rlau Kepri dan
PT Bumi Laksamana Jaya Bengkahs o

o f_Pemermtah Kabupaten Bengkalls dengan penerlma penyertaan modal

"d. ' Akta Pendman penerlma penyertaan modal.

e. KTP. Dlrektur penenma penyertaan modal

- ; f. :Pengesahan Akta Pendman dari Menten Hukum dan Ham RI
3 g Berita Acara RUPS Terakhlr

h. 5 Tanda Daftar Perusahaan

-
-

) | Salman buku bank ‘pemilik - rekemng penenma penyertaan modal yang

dllegallsw oleh bank berkenaan

o j- .. Surat Izln Tempat Usaha,_




k- _VNomor Pokok Wajrb Pajak
: L ,Surat Pengukuhan Kena Pajak
| m Sallnan hasrl audrt Iaporan keuangan Tahun 2011

Coon ‘Salinan surat perjanjran antara Pemerrntah Kabupaten Bengkalrs dengan
U }" ”Penenma Penyertaan Modal

| :‘(4) Setelah persyaraan drnyatakan lengkap, maka Baglan Perekenomran Setda

| Kabupaten Bengkalrs mengajukan ‘Nota Drnas Permohonan Pencalran Dana‘

kepada Sekretarrs Daerah Selaku Pengguna Anggaran DPA PPKD

(5) Sekretans Daerah sebagarmana drmaksud dalam Pasal 5 ayat 4 selanjutnya
' memenntahkan kepada Bendahara PPKD Bagran Keuangan Setda, Kabupaten"
Bengkalls untuk membuat Surat Permrntaan Pembayaran Langsung (SPP LS)

E (6) Surat Permrntaan Pembayaran Langsung (SPP LS) sebagarmana drmaksud pada
o ayat (5) pasal |n| selanjutnya drtelrtr oleh PPK SKPD

;-,(7) Apabrla dokumen persyaratan pencarran dmyatakan trdak Iengkap, maka PPK-
SKPD menolak untuk penerbltan Surat Penntah Membayar (SPM)

’__:(8) Apabrla dokumen persyaratan pencarran drnyatakan Iengkap maka PPK-SKPD
menerbltkan Surat Perlntah Membayar (SPM) untuk drtandatanganl Sekretarrs
~ Daerah selaku Pengguna Anggaran DPA—PPKD

(9) Setelah SPM drterbrtkan selanjutnya Pengguna Anggaran DPA-PPKD mengajukan
. SPM kepada Kuasa BUD untuk penerbrtan Surat Perrntah Pencarran Dana (SP2D)".
' }dengan melamplrkan kelengkapan dokumen SPM

a. Surat pernyataan tanggung jawab penggunaan dana penyertaan modal oleh

o Pengguna Anggaran atas kebenaran keabsahan dan kelengkapan dokumen
! ‘:f‘dan dlsetUJur oleh Penenma Penyertaan Modal bermaterar Rp 6 000.-

b. -;Surat pernyataan penggunaan dana oleh pengguna anggaran drsetu1ur oleh'

L \penenma penyertaan moda| bermaterar Rp 6 000 -

. surat pernyataan vern‘" kasr oleh PPK—SKPD

salrnan SPD.:

: “"sallnan DPA/DPPA PPKD

;Surat pernyataan tanggungjawab penyertaan modal bermaterar Rp 6. 000 -

», »Sallnan buku Bank Pemllrk Rekenrng Penyertaan Modal yang drlegaI|SIr oleh'

@ = o o o

| f : Bank Berkenaan
- h. ‘Kwrtansr pembayaran
r : "Surat pengantar SPP LS rrngkasan SPP LS dan nncran SPP LS




"".‘BABV; o |
'KETENTUAN PENUTUP

Pasal6
PéfatUran Bupati ini mulai berlaku pada’tanggal diundaanan.'
Agar setiap orang mengetahumya memenntahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Bengkalls
Ditetapkan di Bengkalis
~ padatanggal” 13 Juli 2012
~ BUPATI BENGKALIS,

H HERLYAN SALEH

' Diundangkan di Be‘hgkahs

~ pada tanggal 13 Juli 2012

LSEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS ;' L
- Drs. H. ASMARAN HASAN -
' PEMBINA UTAMA MADYA

NIP.19550720 198003 1 008

' ,‘BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
- TAHUN 2012 NOMOR 34




